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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Notaris merupakan pejabat umum yang profesinya memiliki posisi 

strategis dan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi 

masyarakat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh notaris 

disimpulkan sebagai sesuatu yang benar, dan Notaris adalah pembuat 

dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.1 Profesi Notaris diharapkan 

dapat menjadi figur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat 

dipercaya, yang tanda tangan segelnya (cap) dapat memberikan jaminan dan 

bukti yang sempurna serta seseorang yang tidak memihak dan penasehat 

hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbar atau unimpeachable), yang 

tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi 

masyarakat tersebut di hari-hari yang akan datang.2 Menurut Salim HS, 

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan Notary, sedangkan dalam 

Bahasa Belanda disebut dengan van Notaris, mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum 

keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang 

mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya.3 Oleh karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan 

 
1 Tan Tong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cetakan kedua, (Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hal. 444 
2 Ibid, hal. 162 
3 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan 
Minuta Akta), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 33 
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kewajiban, yaitu membuat akta Otentik, maka notaris turut serta 

melaksanakan kewibawaan (gezaag) pemerintah.4 

Notaris merupakan profesi untuk mereka yang telah menyelesaikan 

pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal 

hukum, khususnya sebagai seorang saksi pada penandatanganan 

kesepakatan dalam suatu dokumen. Profesi notaris ini juga memiliki 

macamnya bergantung pada sistem hukum yang berjalan. Awalnya istilah 

notaris diambil dari nama notarius yang kemudian digunakan untuk sebuah 

titel bagi seorang penulis yang cepat atau biasa juga disebut stenografer. 

Notaris juga adalah salah satu cabang profesi hukum yang sudah ada di 

dunia. Notaris ini juga tidak ditempatkan pada lembaga baik itu legislatif, 

eksekutif maupun yudikatif. Karena, seorang notaris diharapkan memiliki 

posisi yang netral sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum 

dan tindakan hukum atas permintaan kliennya.  Saat dalam proses tindakan 

serta penyuluhan hukum tersebut, notaris juga tidak bisa memihak kliennya 

mengingat seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya di atas bahwa 

notaris sejatinya memiliki posisi netral, hal ini untuk mencegah terjadinya 

masalah. 

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta, isi akta dan semua 

yang diberitahukan kepada Notaris walaupun tidak tercantum dalam akta. 

Kewajiban untuk merahasiakan akta yang dibuat, selain diharuskan oleh 

undang-undang, juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Seorang Notaris 

 
4 R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Jakarta: Pradnya Paramit, 
1982), hal. 75 
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yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya didalam 

praktek, sehingga ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak 

lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (vertrouwenspersoon).5 

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki keistimewaan terkait 

akta yang dibuatnya. Kesitimewaan tersebut berupa hak ingkar notaris 

(verschoningrecht) dan juga kewajiban ingkar notaris (verschoningsplit). 

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN, 

ditegaskan bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam 

pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-

undang menentukan lain.6 Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu 

yang berkaitan dengan jabatan diatur juga dalam pasal 170 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa mereka yang 

karena pekerjaan, harkat, martabat atau juga jabatannya diwajibkan untuk 

menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk 

memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan 

kepadanya.7 

Selain itu, peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur 

mengenai kewajiban merahasiakan dapat juga dilihat pada Pasal 1909 KUH 

Perdata dan Pasal 146 HIR ayat (3) menyatakan bahwa siapa saja yang 

kerena kedudukannya, pekerjaannya dan jabatannya diwajibkan undang-

undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang 
 

5 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan III), (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 
117-118 
6 Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
7 Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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dipercayakan karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. 

Keistimewaan hak ingkar dan kewajiban ingkar juga diatur dalam pasal 322 

KUH Pidana yang menyatakan : 

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang 
maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
Sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. 

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka pebuatan itu 
hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. 
 
Berangkat dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, dapat 

diartikan juga bahwa adanya suatu pengakuan terhadap jabatan notaris 

bahwa sesungguhnya notaris mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara 

atau lebih tepatnya tidak memberikan informasi mengenai keterangan yang 

diperolehnya karena jabatannya kecuali kepada pihak-pihak tertentu yang 

diperkenankan atau diperintahkan undang-undang. 

Dewasa ini perkembangan ekonomi dan teknologi memberikan 

banyak pengaruh terhadap perkembangan bisnis di Indonesia, semakin 

pesatnya perkembangan teknologi maka beriringan pula dengan 

perkembangan ekonomi yang positif dimana kegiatan usaha juga kian 

berkembang pesat. Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha dibidang 

perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan 

keuangan. Usaha adalah setiap Tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun 

dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha demi 

memperoleh keuntungan dan laba. Sedangkan yang dimaksud pengusaha 
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adalah setiap orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang 

menjalankan suatu jenis kegiatan usaha.8  

Namun demikian dengan maraknya kegiatan usaha yang membangun 

perekonomian, serta perkembangan teknologi yang begitu pesat terdapat 

pihak-pihak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan ekonomi 

tersebut untuk menjadikannya kejahatan dalam bentuk lain dimana 

kejahatan tersebut dapat bersifat lintas negara dan melampaui yurisdiksi 

seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, kejahatan 

perbankan, perpajakan, penyelundupan barang, narkotika, dan lain 

sebagainya yang kemungkinan dilakukan oleh pengusaha. Dengan 

maraknya kejahatan tersebut, pelaku berupaya menyembunyikan asal-usul 

harta tersebut kedalam sistem keuangan dan sistem perbankan mereka. 

Bahwa pelaku tindak pidana tersebut melakukan aktivitas ilegal ini baik 

melalui rekening Bank yang dibuka atas nama Korporasi ataupun yayasan, 

begitupun individu yang menyembunyikan harta kekayaan mereka dari 

petugas pajak dan para kreditur melalui Lembaga amal dan persekutuan 

bisnisnya.9  

Berdasarkan data laporan yang dikeluarkan oleh Global Financial 

Integrity tahun 2019, dalam kisaran waktu 2006-2015 Indonesia termasuk 

dalam tiga puluh besar negara yang tertinggi tingkat aliran uang haramnya 

(Illicit Financial Flow/IFF). Disebutkan bahwa tingkat IFF di Indonesia 

mencapai USD 15,4 billion. Dengan adanya kondisi tersebut menyebabkan 
 

8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bandung, 
2010), hal.2 
9 OECD, Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for Illicite Purposes, (Paris: OECD 
Publishing, 2001), hal. 13 
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pemerintah semakin serius untuk mengatur mengenai aliran uang yang 

berputar di Indonesia.10  

Otoritas negara, administrasi pemerintahan, pelaku ekonomi, dan 

relasi sosial politik kemasyarakatan semakin mendorong keterbukaan. Salah 

satu gelombang keterbukaan yang mengguncang kancah global baru-baru 

ini adalah skandal Panama Papers—membuka lebih dari 11,5 juta dokumen 

rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan Mossack Fonseca. Dari 

dokumen yang bocor, terkuak nama pemimpin negara, serta pejabat 

pemerintahan, kerabat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan, dari 

sekitar 40 negara lainnya. Jantung dari pengungkapan Panama Papers 

adalah kepemilikian sesungguhnya atau pengendali utama perusahaan 

(Beneficial ownership) dari sebuah perusahaan.11 

Secara internasional beneficial ownership telah lama dikenal dunia. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah 

sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima 

prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, kali pertama 

mengenalkan istilah beneficial owner pada tahun 1977. Istilah beneficial 

owner muncul pada pasal 10 (dividend), 11 (interest), dan 12 (royalty), 

dalam upaya memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dianggap 

sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber 

 
10 “Kewajiban Perusahaan terhadap Keterbukaan Informasi Beneficial ownership” 
<https://bplawyers.co.id/2020/03/27/kewajiban-perusahaan-terhadap-keterbukaan-informasi-
beneficial-ownership/> diakses pada 26 Januari 2021, pukul 13.17 WIB 
11  “Menguak Beneficial ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi” 
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-
ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi> diakses pada 12 Maret 2021, pukul 16.51 WIB 
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atas penghasilan deviden, bunga dan royalti. Terminologi beneficial owner 

tidak meliputi agen maupun nominee. Secara spesifik disebutkan bahwa 

fasilitas pengurangan tarif di negara sumber tidak dapat diberikan apabila 

dalam transaksi pembayaran penghasilan dividend, bunga, royalti tersebut 

terdapat pihak perantara seperti agen dan nominee, kecuali beneficial owner 

tersebut merupakan penduduk (resident) dari negara lain dalam perjanjian.12 

Terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris, dapat menyebabkan 

pelaku bisnis yang sesungguhnya adalah Pemilik Manfaat (Beneficial 

owner) yang tidak memiliki kepemilikan secara hukum (legal ownership) 

dari suatu korporasi karena namanya tidak tercantum dalam suatu dokumen 

akta korporasi tersebut, namun kegiatan usaha korporasi tersebut 

dikendalikan oleh Pemilik Manfaat (Beneficial ownership). Dengan adanya 

Pemilik Manfaat (Beneficial owner) terkadang dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan secara tidak sah, dan biasanya dilakukan untuk mengambil 

peluang penghindaran pajak (tax avoidance) oleh wajib pajak. Pemilik 

manfaat tersebut dapat memanfaatkan jasa Notaris untuk melepaskan diri 

dari perbuatan tindak pidana karena adanya kerahasiaan jabatan yang telah 

diatur dalam undang-undang jabatan Notaris. 

Kejahatan ekonomi dewasa ini selalu melibatkan penyalahgunaan 

entitas badan hukum, tidak terkecuali pencucian uang dengan menggunakan 

kendaraan bisnis berbasis dana tunai dan sarana legal lainya untuk 

menyamarkan sumber dari pemasukan ilegal tersebut. Aktivitas ilegal ini 
 

12 “Beneficial owner di Era Disrupsi Digital” <https://www.pajak.go.id/id/artikel/beneficial-owner-
di-era-disrupsi-
digital#:~:text=Beneficial%20Owner%20adalah%20pemilik%20yang,langsung%20manfaat%20pe
nghasilan%2Dpenghasilan%20tersebut.> Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 15.44 
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biasanya mengatas namakan perseroan terbatas, yayasan, firma atau lainya. 

kerap sekali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan 

dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Hal tersebut 

sulit dilacak dikarenakan terdapat struktur kepemilikan saham yang 

kompleks yang terdiri dari aktor-aktor penjahat kerah putih (white collar 

crimes). 

Kepemilikan saham dalam perseroan, selain dimiliki langsung oleh 

pemegang saham, dilakukan pula dalam bentuk nominee. Nominee adalah 

orang atau individu yang ditunjuk khusus bertindak atas nama orang yang 

menujuknya (beneficiary) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan 

hukum tertentu. Nominee dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan–

tindakan hukum antara lain sebagai pemilik properti atau tanah, sebagai 

direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain.13 Dalam 

peraturan hukum di Indonesia tidak dikenal konsep nominee, Nominee 

bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan 

peraturan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang menyebutkan “Saham Perseroan dikeluarkan atas 

nama pemiliknya.” Sehingga saham yang tercatat wajib atas nama 

pemegang saham, dan tidak diperbolehkan nama pemegang saham berbeda 

dengan pemilik sebenarnya (beneficial owner). Larangan terkait adanya 

Nominee juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

 
13 Hendrik Tanjaya,Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee 
Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, < https:// medianeliti . com/media/publications/>, 
Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 16.00 
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tentang Penanaman Modal, yakni Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang 

menyebutkan : 

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang 
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas 
dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang 
menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas 
untuk dan atas nama orang lain. 

(2) Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 
asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu 
dinyatakan batal demi hukum. 

 

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani 

permasalahan tersebut adalah dengan dibuatnya Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip 

Mengenali Pemilik Manfaat dari Perusahaan dalam Rangka Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018). Selain itu, 

diatur juga dalam dua peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

pada tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip 

Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perusahaan (selanjutnya disebut 

Permenkumham 15/2019) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan 

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perusahaan (selanjutnya disebut 

Permenkumham 21/2019). Dengan adanya peraturan ini memperluas 

pengertian pemilik manfaat dari suatu korporasi, yakni membuka peluang 
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pemilik manfaat dari korporasi (beneficial owner) dimiliki oleh seseorang 

yang namanya tidak tercatat dalam akta. 

Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 

berangkat dari konsep Beneficial owner yang diatur dalam Financial Action 

Task Force (FATF) Recommendations. Menurut FATF Recommendation, 

Beneficial owner merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate 

memiliki atau mengandalikan pihak lain (Ultimate Owns or Controls), 

dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang 

lain. Selain itu, Beneficial owner juga merujuk pada orang perseorangan 

yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (ultimate affective 

control) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum.14. Dalam konsep 

Pemilik Manfaat yang dimaksud, perlu digarisbawahi bahwa dengan adanya 

pernyataan Pemiik Manfaat dari Korporasi tidak berarti bahwa dengan 

adanya Pemilik Manfaat melegalkan adanya Nominee, namun menitik 

beratkan untuk menentukan siapakah Ultimate Owns or Controls dan 

Ultimate Effective Control dari suatu korporasi yang menggaris bawahi pada 

suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian 

dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. 

Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan regulasi tindak pidana 

pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi yaitu pada UU 

nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Namun, ketentuan tersebut bersifat terbatas dan belum 

 
14 Darrussalam, Beneficial owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak, 
http://news.ddtc.co.id diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 17.16.  
 



11 
 

dapat menjelaskan secara teperinci mengenai informasi pemilik manfaat 

dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Kurangnya transparansi 

mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa 

penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian 

uang dan pendanaan terorisme saja, namun suap, korupsi, menyembunyikan 

aset dari kreditur dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya sangat 

dimungkinkan untuk terjadi. Beberapa kasus pidana mengenai pemilik 

manfaat ini kerap kali memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri 

sendiri. Sementara dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum 

di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi.  

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai 

titik fokus dalam hal rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme di Indonesia. Rezim ini telah berjalan berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU). Rezim ini 

dibangun dengan dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan 

pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang 

sangat besar jumlahnya. Salah satu modus yang digunakan adalah 

mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem 

keuangan, dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut 

sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah.  
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Begitu pula dengan lahirnya Undang- Undang No. 9 Tahun 2013 

Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 50 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bahwa rezim tentang 

pendanaan terorisme ini pun hadir seiring dengan semakin maraknya 

kejahatan dibidang terorisme yang memiliki dampak cukup luas. 

Notaris merupakan salah satu profesi yang berperan dalam 

pengungkapan kepemilikan manfaat. Peraturan presiden nomor 13 tahun 

2018 mengatur bahwa kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi 

mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat 

dilaksanakan oleh Notaris. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya 

disebut Permenkumham 9/2017) telah mengatur bahwa Notaris merupakan 

salah satu profesi yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna 

Jasa. Penerapan prinsip ini meliputi kewajiban Notaris untuk mengetahui 

pemilik manfaat dari korporasi maupun perikatan lainnya. 

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas 

dan jabatannya adalah melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam 

bidang hukum perdata yang memiliki tanggung jawab untuk senantiasa 

menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi notaris. Notaris 

dalam menjalankan jabatannya harus tunduk oleh peraturan yang mengatur 

tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode 
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Etik Notaris. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai bagaimana 

seharusnya notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur 

perilaku notaris mengenai bagaimana seharusnya notaris bersikap dan 

bertindak bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya 

tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris 

lainnya serta masyarakat pada umumnya. 

Di lain sisi, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat 

umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah 

jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai notaris, di mana notaris 

wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat 

(1) huruf f UUJN dan Pasal 54 UUJN. Notaris antara wajib menyimpan 

rahasia jabatan di satu pihak dan klien di lain pihak ada hubungan 

kepercayaan. Seorang klien yang memberitahukan kepentingannya atas 

suatu akta kepada seorang notaris, karena notaris merupakan orang-orang 

kepercayaannya. Sebagai seorang dipercaya, notaris wajib untuk 

merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. 

Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari jabatan kepercayaan. Rahasia 

tersebut tetap dijaga meskipun hubungan notaris dengan kliennya telah 

berakhir.   

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum di satu sisi mempunyai 

hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang 

sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain notaris 



14 
 

harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan 

publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga 

menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian 

hukum. 

Keterbukaan Beneficial owner menjadi tuntutan semua negara dan 

dorongan berbagai forum multilalteral global, baik G20, OECD, maupun 

forum ekonomi dan kerjasama pembangunan lainnya. Hampir semua, 

termasuk Indonesia, sepakat dan mencantumkan ‘Keterbukaan Beneficial 

ownership’ sebagai komitmen dalam forum anti-corruption summits yang 

berlangsung di London 12 Mei 2016. Transparansi BO dianggap dapat 

mencegah terjadi korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, dan 

praktik pencucian uang. Dari konferensi yang sama, untuk sektor pajak dan 

transparansi fiskal, Indonesia menyatakan akan melaksanakan prinsip G20 

baik standar integritas pengadaan maupun prinsip open data. Di bidang 

perpajakan, Indonesia berkomitmen melaksanakan inisiatif Common 

Reporting Standard dan Addis Tax Initiative.15 

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 

2018, yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan 

yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, 

pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan korporasi, behak atas dan/atau menerima manfaat dari 

Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik 

 
15 Ibid. diakses pada 12 Maret 2021, pukul 16.51 WIB 
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sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini.      

Pengaturan Perpres Pemilik Manfaat mewajibkan setiap korporasi 

untuk menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. Selain Pemilik Manfaat 

yang ditetapkan oleh korporasi, instansi berwenang dapat menetapkan 

pemilik manfaat lain. Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh instansi 

berwenang dilakukan berdasarkan penilaian instansi berwenang yang diatur 

dalam pasal 13 Perpres 13/2018, yang terdiri dari: 

1. Hasil audit korporasi yang dilakukan oleh instansi berwenang; 

2. Informasi instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang mengelola 

data dan/atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan 

dari profesi tertentu yang memuat informasi menilik manfaat; dan/atau 

3. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Selain itu, dalam Perpres 13/2018 juga diatur tentang kriteria Pemilik 

Manfaat, berdasarkan peraturan–peraturan tersebut terlihat komitmen 

pemerintah yang cukup serius untuk membenahi serta mempersempit celah 

kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang 

berkaitan erat dengan informasi tentang pemilik manfaat. 

Setelah terbitnya Perpres 13/2018, pemerintah juga menerbitkan 

Permenkumham 15/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan penerapan Prinsip 

Mengenali Manfaat Dari Korporasi, dimana dalam Permenkumham 15/2019 

mengatur secara terperinci dan teknis tentang prosedural maupun tata cara 

penyampaian sistem keterbukaan informasi pemilik manfaat dari korporasi 
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atau dikenal dengan beneficial ownership. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 

Permenkumham 15/2019 telah diatur secara tegas tahapan pemberian 

informasi terkait kewajiban Korporasi untuk menyampaikan informasi 

beneficial ownership  dengan benar sesuai mekanisme pendirian Korporasi 

yang dimulai dengan pembuatan akta pendirian, permohonan pengesahan 

akta pendirian, proses pendaftaran dan/atau pengesahan dan pengurusan 

ijin-ijin yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun perubahankegiatan 

usaha korporasi yang kesemuanya dilakukan secara elektronik melalui AHU 

Online.  

Pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari 

Korporasi yang diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa penyampaian 

Informasi beneficial ownership sesuai tahapannya dapat dilakukan secara 

elektronik melalui AHU Online sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua 

tentang Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi Pada Saat 

Permohonan Pendirian, Pendaftaran, dan/atau Pengesahan Korporasi, yaitu 

dalam Pasal 7 Ayat (1). Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari 

Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau 

pengesahan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 

a dilaksanakan oleh Notaris, dan dalam Ayat (2) menegaskan Penyampaian 

informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui AHU Online.  

Dengan demikian Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2019 telah 

memberikan pelayanan terbaik dengan menyediakan sistem informasi 

Pemilik Manfaat dari Korporasi yang dapat dilakukan secara elektronik 
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melalui AHU Online. Guna memperoleh informasi mengenai Pemilik 

Manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum dan dengan adanya 

peraturan tersebut, maka sangat diharapkan bagi kalangan Notaris untuk 

proaktif dan memahami tata cara penyampaian keterbukaan informasi 

pemilik manfaat dari Korporasi atau dikenal dengan beneficial ownership.  

Seperti yang disebutkan diatas, terlihat jelas bahwa Notaris memegang 

peranan Penting dalam keterbukaan informasi pemilik manfaat dari 

Korporasi, namun dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki 

Kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan-keterangan yang diperoleh 

dalam pembuatan akta yang mengandung unsur "Kewajiban Ingkar Notaris 

dan Hak Ingkar Notaris". Hak Ingkar Notaris merupakan alasan pembenaran 

yang diperkenankan Undang-undang terhadap seorang Notaris untuk 

meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai isi 

akta dan keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, 

dan hak ingkar Notaris merupakan salah satu bahagian dari Kewajiban 

Ingkar Notaris. Penggunaan Hak Ingkar Notaris diatur secara sporadis 

dalam beberapa ketentuan Undang-undang, yaitu Pasal 1909 KUH Perdata, 

Pasal 146 HIR, Pasal 170 KUHP, serta pasal 89 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986, dan dasar hukum pembebasan Notaris dari kewajiban 

memberikan kesaksian terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) 

huruf f, dan Pasal 54 UUJN. Sanksi Pidana bagi Notaris yang melanggar 

kewajiban untuk merahasiakan tersebut diatur dalam Pasal 322 KUHP dan 

Sanksi Administrasi kepada Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN.  
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Kewajiban ingkar Notaris berdasarkan UUJN No.2 Tahun 2014 

tentang perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004 yang pada pokoknya 

berisi tentang penegasan kembali arti pentingnya pelindung hukum bagi 

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum 

dalam menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan-keterangan yang 

diperolehnya dalam pembuatan akta. Melalui ketentuan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Revisi) menjadi 

tongak sejarah yang memberikan penghargaan kepada pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris yang harus dilindungi sebagai Pejabat Umum dengan 

Kewajibannya merahasiakan isi akta dan keterangan-keterangan yang 

diperolehnya dalam pembuatan akta, dan karenanya Pasal 66 UUJN Revisi 

merupakan dasar hukum pelaksanaan hak dan kewajiban ingkar bagi Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam peneliatian ini 

penulis akan mengangkat topik yang berjudul “ANALISIS YURIDIS 

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM 

KETERBUKAAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL 

OWNERSHIP) KORPORASI”.  

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah penulis lakukan, 

penelitian terkait topik yang diangkat, sepengetahuan penulis, sejauh ini 

terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan “beneficial ownership” 

dikaitkan dengan tanggung jawab notaris, antara lain tesis yang ditulis oleh 

Melisa Salim NIM (01656180004) berjudul Kedudukan Notaris Sebagai 

Pihak Dalam Pengungkapan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada 
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perseroan terbatas ditulis untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan 

pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana 

Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2020 dengan permasalahan : 

1. Bagaimana kedudukan notaris sebagai pihak dalam pengungkapan pemilik 

manfaat (beneficial owner) pada perseroan terbatas? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris pada saat pengungkapan 

pemilik manfaat (beneficial owner) pada perseroan terbatas? 

Dengan demikian, rumusan masalah yang terpapar, tidak sama dengan 

yang akan penulis bahas dalam tesis ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

akan Penulis angkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah prinsip keterbukaan informasi pemilik manfaat tidak 

bertentangan dengan hak ingkar dan kewajiban ingkar Notaris dalam 

kedudukannya sebagai Pejabat Umum? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan 

jabatannya terkait penerpan prinsip keterbukaan informasi pemilik 

manfaat / beneficial ownership? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah keterbukaan informasi 

pemilik manfaat korporasi bertentangan atau tidak dengan hak ingkar 

notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat umum. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan 

hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sehubungan 

dengan pengungkapan pemilik manfaat korporasi. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan atas penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai ilmu 

pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

hukum kenotariatan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

para Notaris yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pemilik 

manfaat (beneficial ownership) dalam korporasi. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang 

masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara singkat 

gambaran umum dari tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan berisikan latar belakang yang 

menjabarkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

masalah pokok dalam penulisan ini. Bab ini berisikan latar 
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belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sestematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka akan membahas tentang tinjauan teori 

antara lain mengenai tinjauan tentang notaris, hak dan 

kewajiban notaris, hak ingkar dan kewajiban ingkar notaris, 

tinjauan tentang beneficial ownership dan tinjauan 

konseptual antara lain pengertian korporasi, pengertian 

pemilik manfaat (beneficial owner) dan pengertian 

keterbukaan informasi dalam penelitian hukum ini yang 

berisikan acuan peraturan, teori-teori dan konsep 

pengaturan mengenai peran notaris dalam keterbukaan 

informasi pemilik manfaat (beneficial ownership). 

BAB III   METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian berisi tentang penjelasan penelitian ini, 

jenis penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan 

bahan penelitian, baik bahan hukum primer maupun 

sekunder dan bahan non-hukum yang dapat menunjang 

pembahasan isu hukum. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Analisis hukum akan menjabarkan Analisa mendalam 

mengenai permasalahan obyek yang menjadi focus 

penelitian dikaitkan dengan ketentuan hukum terkait.  
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BAB V  PENUTUP 

 Penutup berisi kesimpulan atas penelitian yang telah 

dibahas mulai dari bab pendahuluan hingga analisis 

penelitian. Bab ini juga berisi saran dari peneliti mengenai 

apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan topik dan 

rumusan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


